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A. Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan pendidikan menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah
Indonesia dalam tujuannya untuk mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan
bangsa. Dalam upaya untuk mencapai tujuan Pendidikan tersebut, biaya pendidikan
memiliki peran yang sangat menentukan. Ditinjau dari konteks pendidikan, menurut
Suharsaputra: bahwa manajemen/administrasi pendidikan pada prinsipnya
merupakan suatu bentuk penerapan manajemen atau administrasi dalam mengelola,
mengatur, dan mengalokasikan sumber daya yang terdapat dalam dunia
pendidikan.!

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur.? Hal ini
semakna dengan beberapa makna manajemen yang berkaitan dengan pembiayaan
atau manajemen pembiayaan yang diperjelas oleh Marno dan Supriyanto:
Manajemen pembiayaan sebagai pengelolaan atas fungsi pembiayaan, yakni fungsi
bagaimana pihak manajemen mampu menghimpun dana (raising of found) dan
mengalokasikan (allocation of found) dana tersebut sehingga tujuan organisasi
pendidikan tercapai secara efektif dan efesien.®

Perkembangan Manajemen dari masa ke masa mengalami perubahan
tergantung keutuhan organisasi, sehingga istilah manajemen yang dikemukakan
oleh para ahli sangat beragam. Manajemen yang diutarakan para ahli tidak ada yang
dijadikan patokan dalam pelaksanaan manajerial, akan tetapi seorang manajer harus
mampu melaksanakan peranannya memilih konsep manajemen yang akan dijadikan
landasan dalam organisasi yang dipimpinnya. Manajemen merupakan koordinasi
semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan,

dan kontrol guna mencapai tujuan secara objektif.

! Suharsaputra, Administrasi Pendidikan,(Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 13.

2Malayu. S.P. Hasibuan, 2004, Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah, Jakarta:
Bumi Aksara, Hal. 1l
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Pembiayaan merupakan hal penting dalam keberhasilan penyelenggaraan
pendidikan, Pendidikan tanpa biaya, memang tidak akan berjalan sesuai apa yang
kita harapkan.* Pemerintah memiliki peranan besar di dalamnya. Peran pemerintah
mencakup pada perlindungan pemerintah terhadap anak di bawah umur, pengaruh
eksternal peran pendidikan agar demokrasi berjalan, pemerataan kesempatan
mendapatkan pendidikan bagi semua warga negara, peningkatan mutu dan relevansi
pendidikan, serta tuntutan “norma umum” dan pengaruh pendidikan. Ketua Komisi
VIII DPR, Ali Taher, menuturkan ada enam aspek yang wajib diperhatikan
pemerintah. la merasa, aspek-aspek ini membutuhkan perbaikan dan persiapan, jika
ingin peningkatan mutu pondok pesantren dan madrasah terwujud.

"Pertama dari aspek kelembagaan, selama ini belum maksimal,” kata Ali
kepada Republika, Rabu (21/12). la menerangkan, baik pusat maupun daerah sangat
perlu bergerak linier dengan kementerian teknis, agar peningkatan itu bisa terwujud.
menekankan, penguatan kelembagaan sangat perlu untuk melihat sikap pemerintah
kepada pondok pesantren dan madrasah yang memiliki tanggung jawab besar,
terutama menyiapkan masa depan bangsa. Kedua adalah konsep. la menjelaskan,
konsep harus dipikirkan matang-matang terutama apa yang hendak dituju dengan
keberadaan pondok pesantren dan madrasah. Ketiga, sarana dan prasarana harus
mampu mendukung kebutuhan dan keberadaan lembaga pesantren dan madrasah,
yang bertugas melanjutkan dakwah dan mencari pasar kerja. "Sebab, banyak lulusan
pondok pesantren dan madrasah yang tidak terserap dengan baik" Keempat,
ketersediaan tenaga kependidikan, baik tenaga penunjung maupun tenaga inti yaitu
pengajar atau guru. mereka perlu sertifikasi dan pemerintah harus mampu
menyediakan itu untuk lembaga-lembaga pendidikan, agar secara baik kualitas yang
ada dapat benar-benar terukur dan terstruktur. Kelima, harus dilihat berapa dana
yang bisa dialokasikan pemerintah untuk peningkatan mutu pondok pesantrenp dan
madrasah.

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu

4 Dian Adi Wibowo, “Pengaruh Pembiayaan Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan
Kemiskinan di Jawa Tengah” Jurnal Economia, Volume 10, Nomor 2, Oktober 2014, h.135.



pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan,
baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Konsep biaya bisa
dirujuk dari beberapa pakar, manajemen Mulyono menyatakan biaya adalah suatu
unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan
memengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi untuk
mencapai tujuannya.’ Di samping itu Mulyadi mengelompokkan konsep biaya
dalam arti sempit yaitu sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh
aktiva. Sedangkan dalam arti luas biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi
yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi dan kemungkinan akan terjadi
untuk tujuan tertentu. Dari definisi ini biaya bisa dibagi dalam empat unsur, yakni:
pengorbanan sumber ekonomi; diukur dalam satuan uang; yang telah terjadi atau
secara potensial akan terjadi; dan pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.®
Penyusunan anggaran Nanang Fattah: adalah bagaimana memanfaatkan
dana secara efisien, mengalokasikan secara tepat, sesuai dengan skala prioritas.
Untuk itu, dalam prosedur penyusunan anggaran memerlukan tahapan- tahapan
yang sistematik, yaitu:
a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode
anggaran;
b. Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan
barang;
c. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang, sebab pada dasarnya
anggaran merupakan pernyataan finansial,
d. Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan
dipergunakan oleh instansi tertentu;
e. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang
berwenang;
f.  Melakukan revisi usulan anggaran ;

g. Persetujuan revisi usulan anggaran’

5 Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Mustagim, 2010), 81.
® Mulyadi, Akuntansi Biaya (Yogyakarta: Sekolah Tinggi llmu Manajemen YKPN, 2010), 14.
" Nanang Fattah, Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori dan Studi Empiris, hal 12



Dalam Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan pasal 3, terdapat beberapa jenis biaya pendidikan yaitu: Biaya satuan
pendidikan, yaitu terdiri dari biaya investasi (lahan pendidikan dan selain lahan
pendidikan), biaya operasi (personalia dan nonpersonalia), bantuan biaya
pendidikan  (beasiswa). Biaya satuan pendidikan merupakan biaya
penyelenggarakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Biaya
penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, baik provinsi
maupun kabupaten atau kota, atau penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana
dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya
personalia meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang
melekat pada gaji. Biaya nonpersonalia meliputi bahan atau peralatan pendidikan
habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi,
pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak,
asuransi, dan lain sebagainya.®

Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 (Amandemen 1) menyatakan bahwa setiap warga negara
berhak mendapat pendidikan; setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan
dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan
dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
yang diatur dengan undang- undang, negara memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenubhi
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan
persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia®

Kinerja tenaga pendidik pondok pesantren yang dikenal sebagai Ustadz atau

ustadzah, Burhanudin mengemukakan bahwa kinerja tenaga pendidik adalah

8 Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, hal 50.
® Peraturan Perundang-undangan: UUD 1945 Amandemen IV



gambaran kualitas kerja yang dimiliki guru dan termanifestasi melalui penguasaan
dan aplikasi atas kompetensi guru.® Pandangan ini menunjukan bahwa kinerja pada
dasarnya merupakan gambaran dari penguasaan dan aplikasi terhadap kompetensi
guru dalam mengaktualisasikan tugas dan perannya sebagai guru. Berdasarkan
berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja tenaga pendidik
merupakan hasil pekerjaan atau prestasi kerja yang dilakukan oleh seorang tenaga
pendidik berdasarkan kemampuan mengelola kegiatan belajar mengajar, yang
meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi
pembelajaran dan membina hubungan antar pribadi (interpersonal) dengan
siswanya untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu.

Suatu pendidikan bermutu tergantung pada tujuan dan yang akan dilakukan
dalam pendidikan. Apabila mutu dikaitkan dalam penyelenggaraan pendidikan,
maka dapat berpedoman Pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem
pendidikan nasional dan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar
nasional pendidikan yang menyatakan bahwa penjaminan mutu adalah wajib, baik
internal maupun eksternal. Mutu adalah penilaian sejauh mana produk memenuhi
Kriteria, standar, atau rujukan tertentu.

Kinerja tenaga pendidik mempunyai spesifikasi tertentu. Kinerja tenaga
pendidik dapat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi atau kriteria kompetensi
yang harus dimiliki oleh setiap tenaga pendidik. Berkaitan dengan kinerja tenaga
pendidik, wujud perilaku yang dimaksud adalah kegiatan tenaga pendidik dalam
proses pembelajaran. Berkenaan dengan kinerja tenaga pendidik, UU Republik
Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 39 ayat (2), menyatakan
bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan
melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan
pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi begitupun juga pada
pendidikan di pondok pesantren, seorang tenaga pendidik kita kenal dengan sebutan

ustadz atau ustadzah.

10 Burhanudin, Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan. Bumi
aksara, Jakarta, 2007, hal. 1.



Bidang pendidikan yang menjadi pelanggan layanan jasa adalah para siswa,
orangtua dan masyarakat. Oleh karena itu pelayanan pendidikan yang bermutu
adalah pemberian layanan jasa pendidikan di lembaga pendidikan yang dapat
memberikan kepuasan kepada para santri di pondok pesantren dan masyarakat atau
orangtua siswa, sejalan dengan ini Ikke Dewi sartika mengemukakan bahwa:
“kualitas pada dasarnya dapat berupa kemampuan, barang dan pelayanan, kualitas
pendidikan dapat menunjuk kepada kualitas proses dan kualitas hasil (produk).
Suatu pendidikan dapat bermutu dilihat dari segi proses (yang sudah barang tentu
amat dipengaruhi kualitas masukannya) jika proses belajar mengajar berlangsung
secara efektif, dan peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna
(meaningful laerning) dan juga memperoleh pengetahuan yang berguna baik bagi
dirinya maupun bagi orang lain (funtional knowledge) yang di tunjang secara wajar
oleh sumber daya (manusia, dana, sarana dan prasarana).*!

Pondok pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan maka sangat
dipengaruhi oleh faktor manajemen pembiayaan. Dalam menjalankan proses
manajemen pembiayaan pondok pesantren menggunakan sistem. Dalam hal ini
sistem yang dimaksud bagaimana unsur-unsur yang ada dalam pondok pesantren
saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Terdapat sejumlah faktor internal dan
eksternal yang mempengaruhi sekaligus merupakan potensi sumber daya
pendidikan. Faktor internal berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia,
sumber dana, sarana dan prasarana. Sedangkan, faktor eksternal berkenaan dengan
masyarakat, kebijakan pemerintah, perekonomian, sosial-budaya, politik, serta
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya pendidikan yang
dianggap penting adalah biaya. Pendidikan yang bernilai strategis itu tidak akan
berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai.

Biaya itu diperlukan untuk memenuhi keberagaman kebutuhan yang
berkenaan dengan kelangsungan proses pendidikan. Biaya pendidikan merupakan
komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat

dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya.

11 Sartika, Ike.D.2002. Quality Service. Edisi Khusus Untuk Kalangan Mahasiswa.



Biaya yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan
pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga.'? Biaya termasuk
sumber daya yang langka dan terbatas. Sehingga, biaya perlu dikelola dengan efektif
dan efisien agar membantu pencapaian tujuan pendidikan. Pendidikan yang
berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal. Kesadaran masyarakat untuk
menanggung biaya pendidikan pada hakekatnya akan memberikan suatu kekuatan
pada masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
Penerapan peraturan dan sistem manajemen pembiayaan yang baku dalam
lembaga pendidikan tidak dapat disangkal lagi. Permasalahan yang terjadi di dalam
lembaga terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan diantaranya sumber
dana yang terbatas, pembiayaan program yang kurang jelas, tidak transparan, tidak
mendukung visi, misi, dan kebijakan sebagaimana tertulis dalam rencana strategis
lembaga pendidikan. Perkembangan dunia dalam bidang pendidikan dengan mudah
dapat dikatakan bahwa masalah pembiayaan menjadi masalah yang cukup pelik
untuk dipikirkan oleh para pengelola pendidikan baik formal maupun non formal.
Masalah pembiayaan pendidikan menyangkut masalah tenaga pendidik, proses
pembelajaran, sarana prasarana, pemasaran dan aspek lain yang terkait dengan
masalah keuangan. Fungsi pembiayaan tidak mungkin dipisahkan dari fungsi
lainnya dalam pengelolaan Pondok. Dapat dikatakan bahwa pembiayaan menjadi
masalah sentral dalam pengelolaan kegiatan pendidikan. Ketidakmampuan suatu
lembaga untuk menyediakan biaya, akan menghambat proses belajar mengajar.
Hambatan pada proses belajar mengajar dengan sendirinya menghilangkan
kepercayaan masyarakat pada suatu lembaga. Namun, bukan berarti bahwa apabila
tersedia biaya yang berlebihan akan menjamin bahwa pengelolaan akan lebih baik.
Pendidikan di pondok pesantren, pembiayaannya diperoleh dari iuran santri,
sumbangan masyarakat, usaha pesantren, donatur yang sifatnya tidak mengikat dan
lain-lain, namun sebagian besar biaya pendidikan di tingkat pondok pesantren

berasal dari para santri dan yayasan. Tingginya biaya pendidikan yang ditanggung

2 Ayu Komang Ratna Dewi, I Made Yudana & Anak Agung Gede Agung “Efektivitas
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri 4 Seririt Kabupaten Buleleng” e-
Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi
Pendidikan. Volume 6, No 1 Tahun 2015.



orang tua disebabkan banyaknya komponen biaya pendidikan yang menjadi beban
orang tua, seperti biaya transportasi santri, biaya seragam, pembayaran Syariyah,
dan lainnya. Muhammad Hambal Shafwan pesantren adalah lembaga pendidikan
tradisional Islam untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran
agama Islam (tafaqquh fiddin) dengan menekankan pentingnya moral agama Islam
sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari®3.

Pondok Pesantren yang berada di kecamatan Ciater Kabupaten Subang
sebanyak 3 buah pondok pesantren, diantaranya pondok pesantren Al-Mustagiem,
pondok pesantren Al-Jumhuriyah dan pondok pesantren Muhibbul Qur’an, ketiga
pondok pesantren itu merupakan pondok pesantren yang terbilang baru berkembang
di kecamatan ciater, dimana berdirinya pun beda setahun dua tahun, namun
kemajuan dari ketiga pondok pesantren itu sangat terlihat sekali perbedaannya.
Dilihat dari jumlah santri yang mondok dan sarana prasarana yang dimiliki dari
ketiga pondok pesantren tersebut. manajemen pembiayaan pendidikan merupakan
hal yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan
pendidikan atau keberlangsungan Pondok Pesantren yang menuntut kemampuan
Pondok untuk merencanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan
pengelolaan dana secara maximal.

Penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi
yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian
manajemen pembiayaan pendidikan pondok pesantren. Komponen keuangan dan
pembiayaan pada suatu pondok merupakan komponen produksi yang menentukan
terlaksananya kegiatan belajar-mengajar di pondok bersama dengan komponen-
komponen yang lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan pondok
memerlukan biaya, baik itu disadari maupun yang tidak disadari. Komponen
keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang
ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya administrasi
yang baik dalam pondok pesantren. Hal ini penting, terutama dalam rangka

memberikan kewenangan pengasuh pondok untuk mencari dan memanfaatkan

13 Muhammad Hambal Shafwan, Op. Cit. hal. 255.



berbagai sumber dana sesuai dengan kebutuhan masing-masing pondok, karena
pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan
dana.

Konsep manajemen pembiayaan pendidikan menjadi titik penting untuk
keberlangsungan sebuah Pondok Pesantren yang berkembang. Suatu konsep dengan
tidak adanya manajemen pembiayaan pendidikan tidak akan mencapai hasil yang
maksimal, dengan demikian jelas Manajemen Pembiayaan pendidikan Pondok
Pesantren merupakan jalan penggerak untuk aktivitas proses jalannya pondok
pesantren. Manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses sosial yang
direncanakan untuk menjamin kerjasama, partisipasi, dan keterlibatan sejumlah
orang dalam mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang ditetapkan secara efektif.
Manajemen mengandung unsur bimbingan, pengarahan, dan pergerakan
sekelompok orang terhadap pencapaian sasaran umum. 4

Pengelolaan pembiayaan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan
baik oleh semua pondok. Hanya kadar substansi pelaksanaannya yang beragam
antara pondok yang satu dengan yang lainnya. Adanya keragaman ini bergantung
kepada besar kecilnya tiap pondok, letak pondok dan julukan pondok. Pada pondok—
pondok tradisional yang daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah,
manajemen pembiayaan pendidikannya pun masih sederhana. Sedangkan, pada
pondok pesantren yang sudah mengikuti perkembangan zaman daya dukung
masyarakatnya besar, tentu saja manajemen pembiayaan cenderung lebih rumit
dibandingan dengan pondok pesantren tradisional. Kecenderungan ini dilakukan
karena pondok pesantren harus mampu menampung berbagai kegiatan yang
semakin banyak dituntut oleh masyarakatnya. Pondok pesantren tidak terlepas dari
manajemen pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional pondok mulai dari
penggajian tenaga pendidik, TU suapaya teratur, menambah atau memperbaiki
fasilitas pondok pesantren guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pondok itu
sendiri, serta untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan  pondok yang lain.

Manajemen pembiayaan diperlukan Sebagai pembeda antara pondok pesantren

14 Soebagio Admodiwiro, 2000. Manajemen Pendidikan Indonesia, Jakarta. PT. Arda Dizya
Jaya. Hal 5
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tradisional dengan pondok pesantren yang sudah mengikuti perkembangan zaman.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian dengan

mengambil judul “Manajemen Pembiayaan Pondok Pesantren pengaruhnya

terhadap Kinerja tenaga pendidik Dan Mutu Layanan Pendidikan”. (Penelitian

di Pondok Pesantren se-kecamatan Ciater Subang)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan sebelumnya, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1.

Bagaimana pengaruh manajemen pembiayaan pondok pesantren terhadap
kinerja tenaga pendidik di Pondok Pesantren se-kecamatan Ciater kabupaten
Subang?

Bagaimana pengaruh manajemen pembiayaan pondok pesantren terhadap
mutu  layanan pendidikan di Pondok Pesantren se-kecamatan Ciater
kabupaten Subang?

Bagaimana pengaruh manajemen pembiayaan pondok pesantren terhadap
kinerja tenaga pendidik dan mutu layanan pendidikan di Pondok Pesantren

se-kecamatan Ciater kabupaten Subang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai

dalam penelitian ini adalah:

1.

Untuk menguji hipotesis tentang pengaruh antara biaya pendidikan terhadap
kinerja tenaga pendidik di Pondok Pesantren se-kecamatan Ciater kabupaten
Subang

Untuk menguji hipotesis tentang pengaruh antara biaya pendidikan terhadap
mutu layanan pendidikan di pondok pesantren se-kecamatan Ciater
kabupaten Subang

Untuk menguji hipotesis tentang pengaruh antara biaya pendidikan terhadap
kinerja tenaga pendidik dan mutu layanan pendidikan di pondok pesantren

se-kecamatan Ciater kabupaten Subang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
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Manfaat teoretis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah
keilmuan mengenai manajemen pembiayaan pendidikan di Pondok Pesantren
hubungannya dengan kinerja tenaga pendidik dan mutu layanan Pendidikan.
2. Manfaat Praktis
a) Bagi Peneliti
Penelitian ini dapat menambah referensi atau masukan bagi pengembangan
pengetahuan ilmu dibidang yang terkait, sehingga dapat dijadikan
informasi serta menambah wawasan pengetahuan penulis terkait
manajemen pembiayaan pendidikan.
b) Bagi Lembaga yang Diteliti
Memberikan gambaran terkait manajemen pembiayaan pendidikan di
pondok pesantren, sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja tenaga
pendidik dan mutu layanan pendidikan di pondok pesantren dengan
pembiayaan yang akuntabel.
c) Bagi Pembaca
Menambah pengetahuan mengenai manajemen pembiayaan pendidikan di
pondok pesantren hubungannya dengan kinerja tenaga pendidik dan mutu
layanan pendidikan.
E. Kerangka Berpikir
Manajemen juga berasal dari kata to manage yang berarti mengatur.t®
Pengelolaan di lakukan melalui proses dan dikelola menurut urutan dan fungsi
daripada manajemen itu sendiri, di samping pengertian di atas ada beberapa
pengertian dari manajemen yang telah banyak disampaikan oleh para ahli di
antaranya, menurut GR Terry, manajemen merupakan suatu proses yang meliputi
perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian yang bertujuan
untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya melalui pemanfaatan

sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya.

15 Malayu S.P Hasibuan 2004 Manajemen, Dasar , Pengertiandan Masalah, Jakarta Bumi
Aksara hal 1
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Untuk mencapai keberhasilan dalam pendidikan perlu dimiliki dan
dilakukan oleh para peserta didik, sebagaimana syair dalam kitab Ta’limul
Muta’alim karangan syekh Azzarnuji

DA A4S oo JB
s e 3a3a G il By W AD O Y W
g Iz y i a5 AR5 Jalaialy s ¢S

“ Imam Ali Karramahullohu Wajhahu berkata : Ingat ! tidak akan

mendapatkan sesuatu ilmu kecuali dengan enam (6 ) perkara, yang aku

akan menjelaskannya :1

1. Keinginan menjadi orang cerdas 4. Ada Pengorbanan
2. Antusias untuk Belajar 5. Guru Yang Mursyid
3. Kesabaran 6. Banyak Belajar

Berdasarkan sya’iran diatas bahwa untuk mendapat ilmu perlu adanya
pengorbanan, diantara perngorbanan itu adalah biaya. Dengan manajemen yang
efektif, maka pembiayaan pendidikan dapat dikelola dengan efektif dan efisien.

1. Sumber Biaya

Terkait dengan sumber pembiayaan pendidikan tersebut, pemerintah
melalui peraturan pemerintah No 48 Tahun 2008 tentang sumber pendanaan
pendidikan pasal 51 ayat 1 menyatakan pendanaan pendidikan bersumber dari
pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Yang dimaksud dengan
pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah yaitu pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota, sedangkan masyarakat
yaitu, orang tua atau wali peserta didik.!’

Sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dinyatakan pada UU No 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 46 ayat 1 yaitu, Pendanaan
pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara, pemerintah, pemerintah
daerah, dan masyarakat. Pemerintah yang dimaksud yaitu pemerintah pusat yang

memberikan dana kepada sekolah atau madrasah yang berasal dari Anggaran

16 Imam Azzarnuji Kitab Ta limul Muta’alim ........ him 15
17 peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan
Pendidikan, Bab V Pasal 1. h. 20.
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Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui pemerintah daerah. Sedangkan
masyarakat yaitu orang tua, masyarakat dan masyarakat lainnya. Dana yang
biasanya dari masyarakat yaitu sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari
anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan
pendidikan disuatu sekolah.

Dari pengertian di atas bahwa sumber pendanaan pendidikan baik sekolah
atau madrasah maupun pondok pesantren menjadi tanggung jawab pemerintah
pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

2. Pengelolaan Biaya

Abubakar menyatakan bahwa:

“Manajemen memiliki tiga tahapan penting yaitu tahap perencanaan, tahap

pelaksanaan dan tahap penilaian (evaluasi). Ketiga tahapan ini apabila

diterapkan dalam manajemen keuangan adalah menjadi tahap perencanaan

keuangan (budgeting), tahap pelaksanaan (akunting), dan tahap penilaian atau

auditing 7.8

a. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Perencanaan pembiayaan adalah perencaraan sumber dana dan

jumlah yang akan digunakan demi tercapainya tujuan pendidikan.
Perencanaan dana juga disebut dengan penganggaran. Penganggaran
merupakan suatu kegiatan perencanaan dan koordinasi dari berbagai kegiatan
untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu periode tertentu dengan melakukan
perkiraan kebutuhan yang diperlukan dan hasil yang ingin dicapai serta
pengawasan pelaksanaannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Lipham
dalam bukunya E. Mulyasa, empat fase kegiatan pokok penyusunan anggaran
berikut: perencanaan anggaran, mempersiapkan anggaran, mengelola
pelaksanaan anggaran, dan menilai pelaksanaan anggaran.*®

b. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan

18 Abubakar dan Kurniatun, T.C., Manajemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012),
19 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2007) h. 135.
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Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah
rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi
biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara
sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky
mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky
mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling
menyesuaikan.?

Pelaksanaan pembiayaan secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam

dua kegiatan berikut:

1) Penerimaan, pembiayaan pendidikan sekolah dari sumber-sumber dana
perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan
ketetapan yang telah disepakati, sedangkan sumber dana tersebut
meliputi anggaran rutin, anggaran pembangunan, anggaran penunjang
pendidikan, dana masyarakat, donatur, dan lain-lain.

2) Pengeluaran, yakni dana yang sudah diperoleh dari berbagai sumber
perlu digunakan secara efektif dan efisien.?!

3. Evaluasi Pembiayaan

Evaluasi pembiayaan pendidikan merupakan alat untuk mengukur dari
melihat hasil rencana yang dicanangkan pada planning. Memberikan imbalan
kepada staff sesuai kinerja yang ditunjukkan, dan merancang serta
merencanakan kembali sambil memperbaiki hal-hal yang belum sempurna.??
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan perencanaan dan pelaksanaan
yang hasilnya sangat diperlukan oleh pimpinan dalam rangka merumuskan
kebijaksanaan, termasuk di dalamnya untuk mengantisipasi keadaan di masa
akan datang, menyempurnakan rencana dan program tahunan, dan
penyempurnaan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan.

Manajemen dalam konteks pembiayaan pendidikan tidak jauh

berbeda dengan konsep dasar daripada manajemen itu sendiri yang memiliki

20 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum(Jakarta:PT. Raja Grafindo

2L Sri Minarti, Manajemen Sekolah “Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri”,
(Jakarta: ArRuz Media, 2012), h. 239- 240.

22 Ashar Arsyad, Pokok Manajemen, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 20.
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fungsi dari perencanaan hingga pengawasan atau evaluasi, dalam
penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan merupakan komponen yang sangat
menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kajian
manajemen pendidikan, pembiayaan merupakan komponen produksi yang
menentukan setiap kegiatan yang ada di lembaga pendidikan, komponen
keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Hal ini
bertujuan agar anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk
menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 41 tahun
2007, memberikan pengertian kinerja tenaga pendidik adalah prestasi mengajar
yang dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan oleh guru dalam tugas pokok dan
fungsinya secara realisasi konkrit merupakan konsekuensi logis sebagai tenaga
profesional bidang pendidikan.?® Kinerja tenaga pendidik dapat dilihat dan
diukur berdasarkan spesifikasi atau kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh
setiap tenaga pendidik. Tenaga pendidik merupakan ujung tombak keberhasilan
pendidikan dan dianggap sebagai orang yang berperan penting dalam pencapaian
tujuan pendidikan yang merupakan pencerminan mutu pendidikan. Keberadaan
tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak lepas dari
pengaruh faktor intenal maupun faktor eksternal yang membawa dampak pada
perubahan kinerja guru.

Menurut Mangkunegara dalam Endin ada dua faktor yang memengaruhi
Kinerja, yaitu: Faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation).
faktor kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan real (knowledge + skill).
Artinya, seseorang yang memiliki 1Q tinggi dan di tunjang dengan pendidikan
yang memadai serta terampil dalam melaksanakan tugasnya, ia akan lebih
mudah mencapai kinerja yang diharapkan . sementara faktor motivasi terbentuk
dari sikap (attitude) seseorang dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi

merupakan kondisi yang menggerakkan diri seseorang agar terarah untuk

23 Sekretariat Negara RI, Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2007, hal. 2.
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mencapai tujuan kerja.2* Menurut Mathis dan Jackson, ada beberapa faktor yang

memengaruhi Kinerja, yaitu :®

a. Kemampuan
Kemampuan pada dasarnya merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang
dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang
didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu

b. Motivasi
Motivasi kerja merupakan dorongan yang tumbuh dalam diri seseorang,
baik yang berasal dari dalam dan luar dirinya untuk melakukan suatu
pekerjaan dengan semangat tinggi menggunakan semua kemampuan dan
ketrampilan yang dimilikinya yang bertujuan untuk mendapatkan hasil kerja
sehingga mencapai kepuasan sesuai dengan keinginannya. Maka akan
berpengaruh terhadap semangat Kkerjanya sehingga meningkatkan
kinerjanya.

c. Dukungan yang diterima
Perasaan positif, menyukali, kepercayaan, dan perhatian dari orang lain yaitu
orang yang berarti dalam kehidupan individu yang bersangkutan,
pengakuan, kepercayaan seseorang dan bantuan langsung dalam bentuk
tertentu.

d. Keberadaan pekerjaan yang dilakukan
Dalam hal ini terkait dengan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang
dilakukan, vyaitu kesanggupan seorang pegawai dalam menjalankan
pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan baik, tepat waktu serta berani
mengambil risiko untuk keputusan yang dibuat atau yang dilakukan.

e. Hubungan dengan organisasi
Dalam hal ini terkait dengan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang

dilakukan, yaitu kesanggupan seorang pegawai dalam menjalankan

24 Endin Nasrudin, 2010, Psikologi Manajemen, Bandung: Pustakan Setia, h. 241.
%5 R.L. Mathis & J.H. Jackson, Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya
Manusia, Terjemahan Dian Angelia, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hal. 68.
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pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan baik, tepat waktu serta berani
mengambil risiko untuk keputusan yang dibuat atau yang dilakukan.

Pendidikan bermutu harus mengakui bahwa pendidikan apa pun termasuk

dalam suatu sistem. Mutu dalam beberapa bagian mungkin baik, tetapi mutu kurang

baik yang ada di bagian lain dari sistem, yang menyebabkan berkurangnya mutu

pendidikan. Mutu pelayanan adalah pencapaian standar harapan pelanggan untuk

memenuhi hal yang berkaitan dengan keinginan mereka.

Menurut Kotler?®, ada lima dimensi pokok kualitas jasa yang dapat

dipenuhi, yaitu sebagai berikut.

1.

Berwujud (Tangible)

Keberwujudan meliputi penampilan fasilitas lembaga pendidikan seperti:
gedung, tersedianya tempat parkir, kebersihan, kerapihan dan kenyamanan
ruangan, kelengkapan peralatan komunikasi, dan penampilan fisik dari personel
lembaga pendidikan tersebut.

Keandalan (Reability)

Keandalan berarti Kemampuan untuk memberikan pelayanan yang telah
dijanjikan dengan tepat (accurately), kemampuan untuk dapat dipercaya
(dependably), serta tepat waktu (on time).

Kesigapan (Responsiveness)

Kesigapan merupakan dimensi yang menekankan kepada kesediaan lembaga
pendidikan dalam membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang sesuai
kebutuhan pelanggan secara cepat dan tepat.

Kepastian (Assurance)

Dimensi ini  menekankan kemampuan lembaga pendidikan untuk
membangkitkan keyakinan dan rasa percaya diri pelanggan bahwa lembaga
pendidikan tersebut mampu memenuhi kebutuhan pelanggannya.

. Empati (Emphaty)

Empati adalah perhatian secara individual yang diberikan lembaga pendidikan

kepada pelanggan (siswa/santri, orang tua, komite, instansi), seperti kemudahan

% Kotler, Philip.2003.Manajemen Pemasaran.Edisi Kesebelas.Jakarta.Indeks Kelompok

Gramedia,hlm.177
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untuk menghubungi pihak pesantren, kemampuan tenaga pendidik dan
karyawan untuk berkomunikasi kepada orang tua dan urusan pesantren untuk
memahami kebutuhan dan keinginan orang tua.

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka peneliti sajikan

dalam bentuk skema berikut :

Variabel Y,

Kinerja Guru

1) Kemampuan

2) Motivasi

3) Dukungan yang diterima
4)Tanggung Jawab

| 5) kesanggupan

Menurut Metnis dan Jakson (2006)

Variabel X
Manajemen
Pembiayaan
2. Accounting
3. Evaluating Mutu Layanan Pendidikan
Abu_ Bakar dan 1) Berwujud (Tangible)
Kurniatun (2012) 2) Keandalan (Reliability)
3) Kesigapan (Responsiveness)
4) Kepastian (Assurance)

5) Empati (Emphaty)

Menurut Kotler (2013)




19

F . Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.?’

Variabel yang akan diteliti ada tiga dengan dua jenis variabel. Variabel bebas

(independen) yaitu mutu jasa layanan pendidikan, dan dua variabel dependen yaitu

kepuasan dan motivasi belajar siswa. Berdasarkan rumusan masalah, maka rumusan

hipotesisnya adalah sebagai berikut ;

Ho:: Manajemen Pembiayaan tidak ada hubungan dengan Kinerja tenaga
pendidik

Ha::  Manajemen Pembiayaan ada hubungan dengan kinerja tenaga pendidik

Ho.:  Manajemen Pembiayaan tidak ada hubungan dengan Mutu layanan
pendidikan

Ha,:  Manajemen Pembiayaan ada hubungan dengan mutu layanan pendidikan

Hos: Manajemen Pembiayaan tidak ada hubungan dengan kinerja tenaga
pendidik dan mutu layanan Pendidikan

Has: Manajemen Pembiayaan ada hubungan dengan kinerja tenaga pendidik dan

Mutu Layanan Pendidikan.

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel
independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.
Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (a = 5%).
Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1) Bila nilai signifikan t < 0,05 maka HO ditolak, artiya terdapat hubungan yang
signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
2) Bila nilai signifikan t > 0,05 maka HO diterima, artinya tidak terdapat hubungan
yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
G. Hasil penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu adalah penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya
yang merupakan penelitian yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh
peneliti.
1. Penelitian Jurnal pada tahun 2020 oleh Akhmad Shunhaji, Abd Muid N, Pipin

27 Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta,.h. 115
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Desniati yang berjudul  Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pondok
Pesantren Darul Muttagien Parung Bogor, Adapun temuan penelitian ini
adalah, 1). Kebijakan sistem pembiayaan pada Pondok Pesantren Darul
Muttagien dirancang oleh pimpinan pondok pesantren yang terdiri dari ketua
yayasan, wakil pimpinan pondok, dan bendahara pondok. 2).Pelaksanaan sistem
pembiayaan Pondok Pesantren Darul Muttagien mulai berlaku sejak tahun ajaran
2018-2019. 3).Dalam mengimplelenmtasikan kebijakan system pembiayaan
masih memiliki berapa kendala diantaranya; a) kurangnya sosialisasi
penggunaan sistem dari manual ke online, b) kurangnya pembinaan sumber daya
manusia (SDM) yang menjalankan sistem pembiayaan, ¢) kurangnya perangkat
yang menunjang sistem pembiayaan.

. Penelitian Jurnal pada tahun 2017 oleh Dwi Agung. Dengan judul: Pengaruh
Kualitas Layanan dan Kinerja Karyawan terhadap Kepuasan Nasabah
Koperasi Pondok Pesantren Mamba’ul Mubbasyirin  Shiddigiyyah
Bojonegoro. Hasil dari Penelitian ini adalah 1) Kualitas layanan secara
individual berpengaruh terhadap kepuasan nasabah Koperasi Pondok Pesantren
Mamba’ul Mubbasyirin Shiddiqiyyah Bojonegoro, 2) Kinerja karyawan secara
individual berpengaruh terhadap kepuasan nasabah koperasi Pondok Pesantren
Mamba’ul Mubbasyirin Shiddiqiyyah Bojonegoro, 3) Kualitas layanan dan
kinerja karyawan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan nasabah
koperasi Pondok Pesantren Mamba’ul Mubbasyirin Shiddiqiyyah Bojonegoro.
maka terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas layanan dan kinerja
karyawan secara bersama-sama terhadap kepuasan nasabah.

. Penelitian jurnal tahun 2019 oleh Moh Sugandi Dengan judul : Manajemen
pembiayaan pendidikan pondok pesantren: Penelitian pembiayaan pada
Pondok Pesantren Miftahulhuda Al-Musri’ dan pesantren Al-Huda di
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Hasil penelitian dari manajemen pembiayaan Pondok Pesantren Miftahulhuda
Al-Musri’ yaitu perencanaan pembiayaan yang dilakukan pada setiap awal
semester tahun hijriyah masih bersifat jangka pendek dan ketentuan bersifat

situasional. Pelaksanaan pembiayaan di pondok pesantren Miftahulhuda Al-
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Musri’ terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran
tersebut sebagai wujud dilaksanakannya program yang sudah tertuang dalam
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja pesantren. Evaluasi dan
pertanggung jawaban pembiayaan pondok pesantren yaitu adanya laporan setiap
bulan sekali dalam acara musyawarah keluarga pesantren. Sedangkan
manajemen pembiayaan Pesantren Al-Huda dari mulai perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi pembiayaan dilkasanakan secara terstruktur dengan
adanya bukti laporan tertulis baik kepada pemerintah maupun pihak pesantren.

. Penelitian Jurnal tahun 2021 oleh Siti Thoyyibah Dengan judul : Pengaruh

Pelayanan Administrasi Sekolah dan Kinerja tenaga pendidik Terhadap

Kepuasan Peserta Didik Di MTs Al Munawwarah Dumai

Hasil penelitian adalah : (1) terdapat pengaruh positif dan signifikan pelayanan

administrasi sekolah terhadap kepuasan peserta didik dengan presentase sebesar

29,6% dan sisanya 70,4% dipengaruhi oleh faktor lain selain pelayanan

administrasi. (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan kinerja tenaga pendidik
terhadap kepuasan peserta didik dengan presentase sebesar 34,2% dan sisanya

65,8% dipengaruhi oleh faktor lain selain kinerja tenaga pendidik. (3) Terdapat

pengaruh positif dan signifikan pelayanan administrasi sekolah dan kinerja

tenaga pendidik secara bersama- sama terhadap kepuasan peserta didik dengan
presentase sebesar 37,9% dan sisanya 62,1% dipengaruhi oleh faktor lain.
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu :

1. Kebijakan pembiayaan pondok pesantren yang sama-sama dirancang dan
direncanakan secara structural oleh pimpinan pondok pesantren, ketua
Yayasan dan pihak yang terkait didalamnya.

2. Pelaksanaan sistem pembiayaan pondok pesantren sama-sama dilakukan di
awal tahun ajaran.

3. Kinerja tenaga pendidik sama-sama berpengaruh terhadap kepuasan
konsumen.

4. Perbedaannya dari kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan
kebijakan pembiayaan di pondok pesantren.
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H. Definisi Operasional
Definisi  operasional dimaksudkan untuk menghindar kesalahan
pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam
judul tesis. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “manajemen pembiayaan pondok
pesantren hubungannya dengan Kinerja tenaga pendidik dan mutu layanan
pendidikan”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:
1. Manajemen Pembiayaan
Manajemen pembiayaan pendidikan yaitu pengelolaan semua bentuk
pembiayaan baik pemasukan dan pengeluaran secara langsung maupun tidak
langsung yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, baik
yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan maupun orang tua siswa.
Manajemen Pembiayaan merupakan sebuah proses dalam mengoptimalkan
sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia dan
mendistribusikannya sebagai fasilitas atau sarana pendukung proses
pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
Oleh karena itu, fokus manajemen pembiayaan pendidikan pada bagaimana
sumber dana yang ada mampu dikelola secara profesional sehingga memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.?®
2. Pondok Pesantren
Pondok pesantren merupakan sebuah organisasi pendidikan Islam non
formal yang dikelola oleh seorang ulama atau kiai sebagai seorang pimpinan,
ustad sebagai staf pengajar dan peserta didiknya disebut dengan santri. Abdul
Halim Soebahar menyatakan bahwa: pesantren adalah sebuah asrama
pendidikan islam tradisional, dimana para santri tinggal dan belajar dibawah
bimbingan seorang kiai.?®
3. Kinerja Tenaga Pendidik
Kinerja tenaga pendidik adalah prestasi mengajar yang dihasilkan dari

aktivitas yang dilakukan oleh tenaga pendidik dalam tugas pokok dan

28 Jaja Jahari dan Amirullah Syarbini, Manajemen Madrasah Teori, Strategi dan Implementasi,
Bandung: Penerbit Alfabeta (2013), 73-74.

2% Abd. Halim Soebahar, Modernisasi Pesantren: Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai
(Yogyakarta: LKIS, 2013), hal, 41.
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fungsinya secara realisasi konkrit merupakan konsekuensi logis sebagai tenaga
profesional bidang pendidikan®. Tenaga pendidik dalam pondok pesantren
populer di kenal sebagai Ustadz dan Ustadzh.

4. Mutu Layanan Pendidikan

Mutu adalah penilaian sejauh mana produk memenuhi kriteria, standar,
atau rujukan tertentu. Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang
ditawarkan pleh organisasi atau perorangan kepada konsumen (customer/yang
dilayani), yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimliki.3! Menurut
pendapat Lewis dan Boom, mutu pelayanan sebagai ukuran seberapa baik
tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai harapan pelanggan.

Mutu layanan pendidikan adalah seluluruh aktivitas layanan pendidikan
yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Maka
dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan ada hal yang mempengaruhi
mutu pelayanan yaitu antara jasa yang diharapkan denga jasa yang dirasakan.®2

30 Sekretariat Negara RI, Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2007, hal. 2.

31 Loc.Cit.Sutopo dan Suryanto Adi.2006. Pelayanan....., him.10,

32 Manullang, 1da.2008. Pengaruh Kualitas terhadap Kepuasan Pelanggan Jasa
Penerbangan.PT Garuda Indonesia Airlines di bandara Polandia Medan.Tesis.Mendan: SPS USU,
him21



